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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba B Be
[l Ta T Te
& Sa 5 es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z Ha h ha (dtz)r;gvjzht)ltlk di
¢ Kha Kh ka danha
K Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
) Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
e Sad s es (debnag\llz:l/;] r;[)itik di
oA Dad d de (debr;gvjzht)ltlk di
1 Ta ¢ te (dengan titik di
: bawah)
1 74 . zet (dﬁzg\,a:h;ltlk di
& ‘ain ’ koma terbalik (di atas)




£ Ghain G Ge
] Fa F Ef
d Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
S Wau w We
[ Ha H Ha
s Hamzah ) Apostrof
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
43 2aa) : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta& Marbutah
1. Transliterasi Ta marbutah hidup atau harakat fathtah, kasrah dan

dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: _asll 3\ 3 - zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri
2. Transliterasi Ta marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4alka : Talhah

Jika Ta marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua

kata itu terpisah maka Ta marbutah tu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: :\-'\éj\ ia 9 : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia
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4. 4delax - ditulis Jama'ah. Bila dihidupkan karena berangkai dengan

kata lain, ditulis t

A Aans - ditulis Ni'matullah

_hdll 38 3 : Zakat al-Fitri

D. Vokal

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

NO Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. oo Fattah a a
2 N Kasrah i i
3. [ Dammah u u

Contoh:

S kataba < - yazhabu

Jiw su’ila )S.J — zukira

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

1. - Fattah dan ya ai ai
(o

2. g Fattah dan waw au au

Contoh:

‘4-’5 — kaifa JP - haula
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E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

NO Tanda Nama Huruf Latin Nama
Vokal
1. &L fattah dan alif a a bergaris atas
2. ~ y fattah dan alif layyinah a a bergaris atas
3. kasrah dan ya’ 1 i bergaris atas
4. i Is dammah dan waw a u bergaris atas
Contoh:

(535 : tuhibbiina
J—uﬁ}” s al-insan
) . Rama

dé.ﬁ 1qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan

dengan Apostrof

sg
"o

eé-\\\ s ditulis a’antum

S s : ditulis muannas

Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Allah kana wa malam yasya’ lam yakun.
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4. Billah ‘azza wa jalla
Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Contoh:

oAl ditulis  al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf yamsiyah
yang mengikutinya
Contoh:
:\-’AZMM : ditulis as-Sayyi’ah
VY
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang

sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

a4k :Muhammad

3)5\ > al-Wudd
. Kata Sandang “J\”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:
O Al ditulis  al-Qur’an
J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,
namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa
Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat,

nama diri, setelah kata sandang “al”, dlL

Contoh:
g_;j\}d\ e‘-ﬂ}” . al-lmam al-Gazali



el andl s al-Sab w al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:

Al e =) : Nasrun Minallahi
lxaan 3a¥l dl : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (°) atau

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya
saja.
Contoh:
cpll e)l‘; ¢La) - Thya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :

O8N 3R sed A () 5 wa innallaha lahuwa khair al-Razigin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

e)w}“ c—’-ﬁﬂ - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

M.lIslakhul Adib (2023). Karakteristik Penalaran Hukum Mahkamah
Konstitusi  Dalam  Putusan  Konstitusional — Bersyarat  Dan
Inkonstitusional Bersyarat Skripsi Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman
Wahid Pekalongan

Saat ini, pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran
hukum dan karakteristik hukum serta argumen hukum semakin
diperlukan tidak hanya bagi para pelajar hukum tetapi terutama bagi
praktisi hukum seperti: LBH (Lembaga Bantuan Hukum), pengacara,
polisi, hakim, jaksa, dan bahkan semua lapisan masyarakat yang
menghadapi masalah hukum didalam proses peradilan, terkhusus dalam
pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari
penalaran hukum dengan cabang penalaran, baik silogisme-
silogisme,generalisasi, jenis-jenis penalaran deduksi maupun induksi
terdapat juga karakteristik penalaran yang perlu dikaji dalam
mempelajari  putusan Mahkamah  Konstitusi, seperti metode
karakteristik penalaran hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur
menurut Scharsff: Practical wisdom(kebijaksanaan praktis), Rethoric
(retorika) and Craft (keterampilan). Di samping itu untuk memahami
putusan mahkamah konstitusi perlu untuk menganalisis arah putusan,
baik dengan argument pemohon, pihak terkait, bisa jadi (DPR dan
Pemerintah) petitum-petitum, pertimbangan hukum dan sumber hukum
lainya seperti penalaran hukum dalam pendapat hakim mahkamah
konstitusi. penelitian ini membahas karakteristik penalaran hukum
hakim mahkamah konstitusi dalam macam-macam perkembangan
putusanya baik konstitusional bersyarat ,inkonstitusional bersyarat
maupun memuat norma baru yang akan dikupas ringkas didalam ini
dengan sudut pandang metode dari Scharsff (Practical wisdom,
Rethoric and Craft) dengan sumber-sumber ilmu hukum lain yang
dipandang perlu untuk di tautkan di pembahasan ini.

Kata kunci: Karakteristik Penalaran Hukum, Practical wisdom,
Rethoric, Craft, Argumentasi (logika) Hukum
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ABSTRACT

M.Islakhul Adib (2023). Characteristics of Legal Reasoning
Constitutional Court In rulings conditionally Constitutional and
conditionally  Unconstitutional. Thesis of Sharia Faculty of
Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN)
K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan

Today, understanding and knowledge of logic, legal reasoning
and legal characteristics as well as legal arguments are increasingly
needed not only for legal students but especially for legal practitioners
such as: LBH (Legal Aid Institute), lawyers, police, judges,
prosecutors, and even all levels of society who face legal problems in
the judicial process, especially in submitting judicial review to the
Constitutional Court. Departing from legal reasoning with branches of
reasoning, both syllogisms, generalizations, types of deduction and
induction reasoning, there are also characteristics of reasoning that
need to be studied in studying the decisions of the Constitutional Court,
such as the characteristic method of good legal reasoning must meet
three elements according to Scharsff: Practical wisdom, Rethoric and
Craft. In addition, to understand the decision of the constitutional
court, it is necessary to analyze the direction of the decision, both with
the arguments of the applicant, related parties, it could be (DPR and
Government), petitums, legal considerations and other legal sources
such as legal reasoning in the opinion of constitutional court judges.
This study discusses the characteristics of legal reasoning of
constitutional court judges in various developments of their decisions,
both conditional constitutional,conditional unconstitutional and
contains new norms that will be briefly discussed in this journal with
the point of view of the method of Scharsff (Practical wisdom, Rethoric
and Craft) with other legal sources that are considered necessary to be
linked in this discussion..

Keywords: Characteristics of Legal Reasoning, Practical wisdom,
Rethoric, Craft, Legal Argumentation (logic)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan bagian
dari kekuasaan kehakiman Yudikatif di Indonesia yang bertugas
menjaga konsistensi Hukum di Indonesia. Dengan adanya
kelembagaan ini, warga Indonesia memiliki peluang untuk
mengajukan permohonan terkait uji materil atau formil suatu Pasal,
Ayat maupun Undang-Undang terhadap Konstitusi (Undang Undang
Dasar 1945). Berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003.
Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi beragam,
termasuk putusan yang ditolak, diterima, dan dikabulkan. Selain itu,
terdapat perkembangan putusan juga diantaranya putusan dengan
menambahkan klausul “bersyarat” yaitu Konstitusional Bersyarat
“Conditionally Constitutional” dan putusan yang dikeluarkan secara
Inkonstitusional Bersyarat “Conditionally Unconstitutional .

Latar belakang Penelitian di dasarkan karena ketertarikan
penulis terhadap putusan dengan adanya klausul “bersyarat” pada
putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya amar putusan
tersebut bisa dikatakan sama dengan inti output dari putusan
Mahkamah  Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang
mengharuskan kepada Lembaga legislatif untuk merubahya.
Ketertarikan juga timbul pada wewenang Mahkamah Konstitusi
yang sekarang mempunyai wewenang dari Negative Legislature ke
Positive Legislature.”? Dalam wacana ilmiah (akademis) putusan
bersyarat Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kontroversi dan
perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa keputusan ini (bersyarat)
menciptakan berbagai masalah dan memiliki konsekuensi yang
rumit. Alih-alih melakukan Tindakan yang mengarah pada ultra
vires (melampaui kewenangan) Mahkamah Konstitusi dalam

! Jurnal Konstitusi “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di

Mahkamah Konstitusi” https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/
article/download/766/252/501 (Diakses tanggl 9 Mei 2023)

2 Martitah “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive
Legislature.” (Jakarta: Konstitusi Press, cetakan -1- juli 2013). 13


https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/

Positive legislature (ultra petita: melebihi tuntutan)® : Sebagian
pihak ada yang berpendapat positif atau setuju dengan alasan karena
memang wewenang mahkamah konstitusi sebagai Lembaga
Yudikatif layak untuk berperan sebagai positive legislature
sebagian juga berpendapat negatif dengan alasan inkonsistensi dan
melampaui batas terhadap Lembaga Legislatif (DPR). Maka dari hal
tersebut banyak pendapat yang mengharapkan Mahakamah
Konstitusi harus sangat berhati-hati dalam mengambil Keputusan
dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ada serta Keputusan yang di
jatuhkan konsistensi terhadap konstitusi, Karena Mahkamah
Konstitusi adalah Lembaga Yudikatif tertinggi negara sangat besar
sekali pengaruhnya untuk kepentingan msyarakat luas Namun tetap
dapat memeberikan Keputusan yang menciptakan keadilan hukum,
kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.

Pentingnya Mahkamah Kontitusi dalam membuat putusan
bersyarat harusnya di imbangi dengan adanya karakteristik putusan
hukum dengan metode karakteristik yang di miliki Brett G scharfss
dalam bukunya “The Character of Legal Reasoning” dengan
menghubungkan putusan dengan teori karakteristiknya yaitu
Practical wisdom: Kebijaksanaan praktis, Craft: Keterampilan dan
Rhetoric: Retorika yang menurutnya karakteristik penalaran yang
baik dalam putusan adalah putusan yang dapat menggabungkan tiga
komponen karakteristik tersebut.* Yang mana teori tersebut
dianggap mampu untuk menganalisis dari sudut pandang yang
berbeda dalam memahami putusan hakim Mahkamah Konstitusi
pada putusan dengan klausul ‘“bersyarat” untuk menjelaskan
karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas
menurut sudut pandang teori yang sudah di pilih. Penulis juga
mencoba menganalisis impikasi dari putusan yang dikategorikan
dengan klausul “Bersyarat” karena Hal tersebut akan menjadi inti

} Hukum online:willa Wahyuni “mengenal prinsip ultra petita”

https://imww.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-
1t63f335f902f77?page=2 (diakses 2 maret 2024)

* Brett G. Scharffs “The Character of Legal Reasoning” (22 march 1963 hal
733-786 proffesor law brigham young university) (BYU)


https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77?page=2
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output bagi penulis terhadap putusan-putusan yang di bahas bagi

Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam

putusan yang terdapat tambahan klausul “Bersyarat” baik

konstitusional bersyarat dan inkonstitusional beryarat itu
mengandung akibat hukum “implikasi” seperti apa? maka ketepatan
dari sebab yang sudah di uraikan, Skripsi ini di bahas dengan
pembahasan yang fokus dalam judul KARAKTERISTIK

PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI “BERSYARAT”

MENURUT BRETT G SCHARFFS

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional
Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs?

2. Bagaimana implikasi hukum tidak terpenuhinya aspek yang
ditawarkan Brett Gilbert Scharffs dalam putusan Mahkamah
Konstitusi “Bersyarat?

. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Karakteristik Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional
Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs.

2. Menjelaskan implikasi yuridis tidak terpenuhinya aspek yang
ditawarkan Brett Gilbert Scharffs dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Bersyarat.

. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini  bermanfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan logika
penalaran hukum hakim di Indonesia junto legal reasoning junto
element of argument of law junto pertimbangan hukum dengan
sudut pandang akademis dengan referensi ilmu hukum tata
negara. Sebagai Metode untuk meneliti kebenaran dari suatu
bentuk penalaran hukum yang berasal dari pemikiran hakim yang
di analisis dengan suatu proses penalaran yang dimulai dari



penciptaan konsep (conceptus) diikuti oleh pembuat pernyataan
(propositio) dan kemudian penalaran (reasoning)®
2. Secara praktis
a. Rekomendasi Bagi Pengguna Putusan
Penelitian ini berguna sebagai sudut pandang pengguna

putusan dalam mengawasi suatu perkara pengujian Undang-
Undang terhadap Konstitusi di Indonesia karena penelitian
ini membahas karakteristik penalaran hukum hakim dalam
putusannya yang terkhusus untuk putusan konstitusional
bersyarat dan inkonstitusional bersyarat dimaksudkan agar
penelitian ini bermanfaat untuk pengguna putusan secara
global untuk memahami arah penalaran hakim dalam
mengambil keputusan. Secara lebih spesifik kegunaan praktis
nya:

1) Berfungsi sebagai dasar pertimbangan untuk berpikir
ketika memutuskan suatu perkara untuk hakim.

2) Untuk menemukan dasar alasan mengapa undang-undang
ditulis, disusun dan peraturan harus diterbitkan untuk
perancang undang-undang

b. Untuk pelajar hukum Tatanegara

Penelitian ini bisa juga digunakan sebagai salah satu
refresnsi untuk belajar karakteristik penalaran hukum hakim
mahkamah konstitusi dengan mengkaji dan menganalisis
putusan-putusanya yang terkhusus pada penalaran putusan
hakim mahkamah konstitusi yang konstitusional bersyarat
dan inkonstitusional bersyarat. Secara praktisnya dapat
disimpulkan demikian:

1) Untuk mempelajari secara mendalam tentang hukum
dengan peraturan, yang dimaksudkan baginya adalah
untuk tidak melakukannya tanpa memahami tujuannya.

® Sudikno Mertokusumo dkk. “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,”
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13 https://heylaw.id/blog/metode-
penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang


https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang
https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang
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2) Menemukan alasan untuk menuntut dan mencegah

pelanggaran hukum di masa depan.

3) Menjadi bahan argumentasi dan refrensi akademis apabila

terjadi sengketa mengenai perkara (peristiwa) hukum.

E. Kerangka Teori
1. Teori Positive Legislature

Teori Positive Legislature, seperti yang dijelaskan oleh
Prof. Moh. Mahfud. Md didalam karyanya yang berjudul
"Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,” Merujuk pada
organ atau lembaga yang berwenang membuat norma hukum
adalah teori legislasi. Lebih spesifik, teori ini mengacu pada
lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Pemerintah, sebagai daerah para legislator yang bertugas
membuat undang-undang dan peraturan hukum.®

Alasan untuk membahas teori ini dalam skripsi adalah
terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-
IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 57 Ayat (2a) UU No. 8
Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi melanggar UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut
menganggap bahwa Pemerintah dan DPR lah yang memiliki
kewenangan untuk membuat norma hukum baru. Selain itu, teori
Positive Legislature juga berkaitan dengan teori hukum progresif
yang sering dibahas oleh Prof. Stjipto Rahardjo. Teori hukum
progresif menyoroti bahwa hukum harus berfungsi untuk
kepentingan manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia harus
tunduk pada hukum yang kaku dan tidak mengakomodasi
kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pengaruh teori hukum progresif sangat erat dengan teori
Positive Legislature karena keduanya memperhatikan peran
legislatif dan yudikatif untuk kepentingan manusia dalam
pembentukan hukum. Sebagai lembaga legislatif, DPR dan

® Mahfud MD, “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” (Jakarta:
Rajagrafindo persada, 2012), 33.



Pemerintah berperan dalam menciptakan hukum yang responsif
terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan
demikian, teori Positive Legislature dan teori hukum progresif
saling berhubungan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi
dan sangat relevan untuk dijelaskan dalam skripsi. Keduanya
menekankan pentingnya legislator dalam membentuk hukum
yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan berfungsi
sebagai alat untuk memajukan dan memperbaiki kondisi sosial .
2. Teori Negative Legislature

Masih dalam buku yang sama negative legislature dalam
teori ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meninjau
Undang-Undang dan menentukan apakah norma hukum dalam
undang-undang tersebut melawan Konstitusi (inkonstitusional),
Jika ditemukan kalau suatu aturan hukum yakni (Undang-
Undang) sampai bertentangan dengan konstitusi
(inkonstitusional) Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan
norma aturan hukum tersebut.®

Dalam konteks teori Negative Legislature, Mahkamah
Konstitusi  berfungsi sebagai pengawas (yudikatif) untuk
memastikan kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi. Jika
suatu norma hukum dianggap tidak adanya harmonisasi dengan
prinsip dan ketentuan yang ada pada konstitusi maka MK dapat
membatalkan norma tersebut untuk menjaga konsistensi dan
keselarasan peraturan hukum (konsisten) dengan Konstitusi.

Mahkamah Agung juga dapat menilai, tidak hanya
Mahkamah Konstitusi. Jika ada ketidaksesuaian antara peraturan
perundang-undangan dengan Undang-Undang, Mahkamah
Agung berwenang mencabut peraturan tersebut.

Dengan adanya teori Negative Legislature dan wewenang
Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung dalam melakukan
“judicial review” dengan harapan bahwa kewenangan yang di

7 Mahfud MD, “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” (Jakarta:
Rajagrafindo persada, 2012), 33.

® Mahfud MD, “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” (Jakarta:
Rajagrafindo persada, 2012), 33.



7

berikan membuat hukum baik legislatif dan eksekutif akan selaras
dengan prinsip dan nilai-nilai yang tercantum pada jiwa
Konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga (supremasi) sebagai
hukum tertinggi dalam sistem hukum negara.’ Yang tertuang
dalam pasal 1 ayat (3) konstitisi Indonesia.
3. Teori karakteristik Hukum

Karakteristik putusan hukum sangat perlu untuk diteliti dan
dikaji mengingat bahwa kualitas hukum itu tegas, cerdas,
maslahat dan atau sebagainya, karena apabila putusan sudah
dianggap inkracth (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap)
pasti akan berlaku dan atau diberlakukan. Solusi penulis untuk
hal ini akan membahas karakteristik putusan atau penalaran
hakim dalam karakteristik penalaran (Putusan) hukum yang baik
menurut Brett G. Scharffs yang mendefinisikan bahwa putusan
atau penalaran hukum yang baik harus terdapat tiga gagasan atau
konsep yaitu sebagai hubungan antara craft yaitu (keterampilan),
rhetoric yaitu (retorika) dan practical wisdom yaitu
(kebijaksanaaan praktis).’® Beberapa definisi yang disebutkan
tokoh-tokoh tersebut maka timbul juga suatu karakteristik dari
penalaran hukum tersebut. Tiga karakteristik tersebut memang
tidak sama tetapi menjadi karakter dari putusan dan atau
penalaran hukum yang dibutuhkan oleh semua kalangan
masyarakat yang menghadapi persoalan-persoalan hukum.
Karakteristik penalaran hukum bisa dianggap sebagai karakter
distingtif atau berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain

° Martitah, “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive
Legislature.” (Jakarta: Konstitusi Press, cetakan -1- juli 2013), 13

1 Ura Urbanus Weruin “Logic(logika), Reasoning(penalaran) and Legal
Argumentation  (dan argumentasi hukum)”  (Diakses 04 april 2023)
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427


https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427
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F. Penelitian yang Relevan

Penulis Tahun Hasil penelitian Novelty
Judul (pembaharuan
penelitian)
Jurnal: Faiz | -hasilnya menunjukan | -menganalisis putusan
Rahman dan | adanya eksistensi | bersyarat dan
Agung dalam putusanya | bagaiamana model
Wicaksono (MK) dalam judicial | penalaran hukum hakim
(2016): review dari 2003- | mahkamah  konstitusi
“Eksistensi Dan | 2015 dengan putusan
Karakteristik perkaranya yang
Putusan Bersyarat dengan Klausul
Mahkamah “bersyarat” apakah
Konstitusi” wewenang positive
legislature yang
diberikan terhadap mk
sudah tepat di berikan
Jurnal: -penelitian ini menkaji | -mengkaji sejauh mana
Muhammad sejauh mana addressat | pembuat peraturan
Mahrus Ali, | mentindak lanjuti | perundang  undangan
Meyrinda putusan MK dalam | yang diputuskan dengan
Rahmawaty tindakanya baik | klausul “bersyarat”
Hilipito dan Sukri | pembentukan Kembali | menindaklanjuti
Asy’ari  (2015) | ataupun merubah | putusan dari MK dan
“Tindak  Lanjut | demi tercapainya | menganalisis dalam
Putusan harmonisasi peraturan | mengawal putusan mk
Mahkamah perundang-undangan | sesuai dengan aturan
Konstitusi  Yang | hasilnya masih | yang ada serta memberi
Bersifat ditemukan kritikan ~ dan  solusi
Konstitusional ketidaksesuaian dengan sudut pendang
Bersyarat  Serta | dengan putusan | pelajar hukum secara
Memuat Norma | Mahkamah Konstitusi | sosiologis dan history

! Faiz Rahman dkk “Eksistensi & Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah

Konstitusi” 2016
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Baru ” dan penulis | hukum di Indonesia
memberikan  solusi | pacuan dengan teori
agar mk diberi | dari buku “The
kewenangan untuk | Character  of  Legal
mengatur  addressat | Reasoning”
untuk  melaksanakan
arahan  mk  demi
terciptanya
harmonisasi dan
dipandang perlu untuk
mk dalam menguji
seluruh peraturan
perundang undangan
(inkonstitusional
bersyarat)*?

Tesis: Anang | -dikeluarkanya - menjabarkan

Zubaidy (2012): | putusan konstitusional | bagaiamana maksud

“Konstitusional bersyarat oleh mk | dari kekosongan hukum

Bersyarat disebut sebagai bahan | dengan  jelas  dan

(Conditituonally | pertimbangan apakah karakteristik

Constitutional)
Dalam  Putusan
MK Republik
Indonesia”

perlunya menghindari
kekosongan aturan
(hukum) apabila
norma yang di judicial
riview dicabut apabila
disaat bersamaan mk
mengungkapkan

jikalau perubahan
aturan hukum lewat
legislative riview
terlalu  lama dan
prosesnya Panjang

penalaran hukum hakim
MK pada putusanya

sesuai dengan kaidah
hukum yang di jadikan
rujukan  di  negara
Indonesia. Serta
mencoba menambahkan
putusan
inkonstitusional
bersyarat untuk juga
dikaji di dalam

penelitianya nanti agar

12 Syukri Asy'ari,dkk “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)” 2015
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dan berpotensi
memunculkan norma
hukum baru.*®

menjadi pelengkap
pembahasan  putusan
yang dengan Kklausul
“bersyarat”

Jurnal: Loura
Hardjaloka
(2015): “Legal

Reasoning Pada
Perkara Pengujian
Undang-Undang
(Studi
Perbandingan)”

Penelitiannya
mengungkapkan
bahwa terdapat
perbedaan dalam
logika hukum
Mahkamah saat
mengurus dan
memutuskan kembali
perkara yang telah
diujikan sebelumnya.
Mahkamah konstitusi
memakai metode
interpretasi hukum

- mengkaji  meringkas
metode penalaran
hukum yang dijadikan
patokan dalam
memutus perkara
pengujian undang-
undang,  sedangkan
novelty penelitian

akan dicari bagaimana
karakteristik

penalaran hukum
hakim dalam
memutuskan perkara

dan pembangunan yang  konstutusional
hukum yang tidak bersyarat dan
tetap dalam inkonstitusional
menyelesaikan bersyarat. Dengan
perkara yang beberapa contoh
berlainan.** putusan

Tabel 1.1

Penelitian yang Relevan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian

ini menggunakan metode Yuridis-Normatif
karena sangat cocok untuk membahas tentang hukum sebagai
norma, aturan, asas, dan teori. Kajian ini bermaksud untuk

B Anang zubaidy “Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Tesis 2012)

" Loura Hardjaloka “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-
Undang” (Studi Perbandingan) (2015)
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menganalisis serta menginterpretasi hukum secara teoritis

berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada, seperti undang-

undang (UU) dan literatur hukum lainnya. Pendekatan Yuridis-

Normatif ini berfokus pada analisis teks hukum dan pemahaman

konseptual terhadap hukum, serta penafsiran terhadap norma-

norma yang berlaku. Beberapa karakteristik dari jenis penelitian

Yuridis-Normatif ini antara lain: Kajian Teoritis, Tidak

Berdasarkan Empiris, Sumber Kepustakaan, Analisis, Teks

Hukum dan Pendekatan Deduktif.

Kegunaan metode penelitian normatif ini dalam sebuah
penelitian dilatarbelakangi oleh kesesuaian metode dengan teori
yang diperlukan. Pada penelitian kasus hukum yang bersifat
teoritis dan  konseptual, pendekatan  Yuridis-Normatif
memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis hukum
secara mendalam, mendiskusikan aspek teoritisnya, dan
menyusun argumen berdasarkan analisis dokumen hukum. Jenis
penelitian Yuridis-Normatif ini sangat relevan untuk meneliti
hukum™.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan berbagai macam
(Approach) Berikut jenis-jenis pendekatan yang digunakan dan
penjelasannya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yakni
mengkaji peraturan perundang-undangan dengan sebuah
penelitian secara mendalam dan cermat.

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) yakni
pendekatan untuk membandingkan hukum atau dalam hal ini
membandingkan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) vaitu
pendekatan yang didasari dengan sebab belum adanya norma
hukum dengan problem yang dihadapi. Conseptual Approach

** Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada 2007) .27 https://www.researchgate.net/publication/372551174
Metodologi_Penelitian_ Hukum


https://www.researchgate.net/publication/372551174_%20Metodologi_Penelitian_%20Hukum
https://www.researchgate.net/publication/372551174_%20Metodologi_Penelitian_%20Hukum
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bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal
dari doktrim-doktrin ilmu hukum.
d. Pendekatan Kasus (Case Approach), menelaah suatu putusan
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi®.
3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Sumber hukum primer yaitu dokumen-dokumen resmi
yang memiliki sebuah otoritas hukum dan menjadi dasar atau
acuan utama dalam sistem hukum suatu negara. Sumber
hukum primer maupun sekunder digunakan pada kajian ini.
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing
sumber bahan hukum primer yang disebutkan adalah
sebagaimana berikut:
1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
2) Undang-Undang NO 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/ PUU-V1/2008
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/ PUU-V11/2009
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/ PUU-V11/2009
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 Dan
136/ PUU-VI11/2009
8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VI11/2009
9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 /PUU-

XVI1/2019

10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 /PUU-
XVI11/2020

11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-
XX1/2023

1° Ibrahim Johnny, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif’
(Malang: Bayumedia, 2007) https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032


https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032
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Cara menggunakan bahan hukum primer seperti di
atas, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam
tentang landasan hukum dan argument hukum yang menjadi
dasar dalam kasus-kasus tertentu yang pengujianya dilakukan
Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer ini juga
menjadi acuan utama dalam penelitian hukum untuk
memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang
digunakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain sumber bahan hukum primer ada sumber bahan
hukum sekunder yang merupakan sumber referensi sangat
penting dalam kajian penelitian hukum. Sumber bahan hukum
sekunder yakni teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin
hukum, hasil kajian penelitian, skripsi, jurnal, artikel ilmiah,
dan sumber-sumber lainnya yang membahas topik-topik
tertentu dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder ini
memiliki peran yang krusial dalam membantu untuk mencari
dan mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan dalam
kajian penelitian.*’

Beberapa peran penting bahan hukum sekunder untuk
kajian penelitian kasus hukum adalah sebagai berikut:

1) Referensi teoritis: Bahan hukum sekunder, seperti teori-
teori dan doktrin-doktrin hukum, dapat menjadi referensi
teoritis yang membantu peneliti memahami konsep-konsep
dan prinsip-prinsip hukum vyang terkait dengan topik
penelitian.

2) Pembanding atau Pendukung Argumen: Bahan hukum
sekunder dapat digunakan sebagai pembanding dan
pendukung argumen dalam penelitian. Pendapat hukum dan
hasil penelitian sebelumnya yang relevan dapat digunakan
untuk memperkuat argumen yang diajukan oleh peneliti.

Y Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press), 2020. https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306


https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306
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3) Sumber Data dan Informasi: Bahan hukum sekunder berupa
hasil penelitian, buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah
menjadi sumber data dan informasi yang dapat digunakan
peneliti untuk mendukung temuan dan analisis dalam
penelitian.

4) Penunjang Analisis: Bahan hukum sekunder dapat
digunakan sebagai penunjang analisis dan interpretasi data
yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya.*®

Menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang
berhubungan dengan topik kajian penelitian, peneliti dapat
memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang
masalah hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik yang dibutuhkan yaitu dengan inventarisasi,
sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi.™

a. Inventerisasi, yang merupakan pengumpulan literatur yang
masih berhubungan dengan penelitian.

b. Sistematisasi, merupakan teknik pengumpulan bahan hukum
setelah inventarisasi atau pengumpulan maka diurutkan dan
diatur dengan sistematis.

c. Klasifikasi, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum setelah di
sistematisasi yakni dipisah atau dikategorisasikan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis sumber bahan hukum yang dipakai yakni
analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran
deduktif ?° yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk
mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah
dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati

'® Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori
dan Praktik” Ed 1, Cetakan-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384

¥ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press), 2020. https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306

% Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori
dan Praktik” Ed 1, Cetakan-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384


https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384
https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384
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emprise dari refrensi setelah itu melakukan hipotesis serta
pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori.
H. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan, disini berisi pendahuluan yang memuat
latar belakang kasus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka
teori, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teoritis, disini berisi landasan teoritis yang
memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian, yang meliputi teori positive legislature, negative
legislature dan penafsiran hukum.

BAB Il Hasil Penelitian, isi pada bab ini nantinya akan fokus
pada hasil kajian penelitian masalah yang menjadi pokok kajian
peneliti yaitu isi putusan terkait: Objek hukum, pertimbangan
hukum, legal standing, pokok permohonan pemohon serta jenis dan
sifat putusan Baik dalam putusan konstitusional bersyarat maupun
inkonstitusional bersyarat.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada pembahasan ini penulis
akan menganalisis Karakteristik dan akibat hukum (implikasi) dari
putusan hakim baik secara konstitusional bersyarat ataupun secara
inkonstitusional bersyarat.

BAB V Penutup, disini berisi beberapa kesimpulan dan saran-
saran.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan (conclusion)
dapat di rangkum dengan inti substansi skripsi ini dengan
conclusion sebagai berikut:

Pertama dari pembahasan dari 8 (delapan) putusan yang di
pilih untuk dianalisis 1 (satu) diantaranya bisa disimpulkan sesuai
memenuhi tiga karakteristik serta syarat komponen (Practical
Wisdom Craft and Rhetoric) karena menurut teori putusan yang
baik jelas harus memenuhi tiga komponen tersebut yang harus ada
dalam karakteristik menurut Brett G Scharffs dan satu putusan dari
delapan yang dibahas dan disimpulkan baik satu putusan tersebut
yakni Putusan Nomor 56 /PUU-XVII 2019. Selanjutnya 6 (Enam)
diantaranya disimpulkan belum memenuhi dengan adanya
kekurangan salah satu syarat komponen Kkarakteristik berupa
(Rhetoric) karena dalam syarat detail teori pada karakteristik
Rhetoric mengharuskan adanya gabungan tiga komposisi logos
(reasons) pathos (emotion) ethos (character). Dengan fokus
karakter untuk menemukan sarana persuasi yang tersedia yang
mana persuasi dapat diperjelas dengan “mempengaruhi” bahwa
putusan punya pengaruh untuk diterima dan bisa dianggap sukses
jika dua tujuanya terpenuhi, pertama eksternal yaitu keberhasilan
dalam membujuk (successfully persuading) kedua internal yaitu
mampu mempengaruhi audiensinya berdasarkan argumentasi yang
dibangun dalam putusan Best Possible Argument: Complete,
Lacking Nothing, Coherent.*® Sedangkan 1 (satu) putusan dari 8
(delapan) sisanya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90
[PUU-XXI 2023 tersebut kekurangan dua komponen syarat
karakteristik yakni Rhetoric seperti yang sudah di jelaskan diatas
dan Practical Wisdom yang mana dalam komponen ini di

® Brett G. Scharffs 22 march 1963 “The Character of Legal Reasoning” hal
733-786 proffesor law brigham young university (BYU)
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syaratkan dengan detail dalam teorinya harus adanya karakter
ketulusan dan simpati (justice, mercy, humility) dengan
pertimbangan yang mendalam (virtue of intellect: deliberation)
dengan ciri khas Kebajikan unggulan dari apa yang harus di
lakukan. dengan kesuksesan memenuhi syarat nya yakni di lakukan
dengan Tindakan yang baik dan benar. Akan tetapi satu dari
delapan putusan yang tersisa ini belum memenuhinya.

Kedua Karena adanya implikasi yang sudah di paparkan dari
masing-masing putusan yang dibahas secara global dikhawatirkan
secara yuridis berdampak buruk terhadap nilai keadilan dan
kepastian hukum, serta dari dilihat dari beberapa aspek implikasi
bisa di khawatirkan bahwa hal tersebut timbul buruknya
kredibilitas dan reputasi Hakim Mahkamah Konstitusi dan
Lembaga kehakiman negara di hadapan rakyat secara global,
dengan anggapan bahwa Keputusan hakim yang ada hanyalah
produk politik yang menyampingkan kepentingan psikologis dan
sosial rakyat secara tidak adil demi sebuah kepentingan tertentu,
tetapi persepsi rakyat menajdi berubah terhadap Lembaga
kehakiman di Indonesia. Yang akan menjadikan bahaya dari
Terjadi nya Disorientasi hukum dimana hukum melenceng dari
arah atau tujuanya, maka akan mengakibatkan penegakan hukum
yang berputar-putar dan tidak jelas, dengan contoh adanya
pemahaman hukum itu produk politik, demokrasi sudah mati dan
lain-lain  yang mana dari hal ini akan timbul Distrust
(ketidakpercayaan) terhadap hukum bahkan negara, dan jika hal
yang seperti ini dipelihara dan tidak di benahi maka akan timbul
lagi Disobedience (Pembangkangan) terhadap institusi negara dan
Ketika ini berkepanjangan maka yang paling berbahaya adalah
timbulnya Disentegrasi (kehancuran) yang pasti hal itu tidak di
inginkan siapapun rakyat indonesia.
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B.

Saran

Penelitian ini selesai dengan melalui proses yang tidak
mudah serta membutuhkan Kketelitian dan kecakapan dalam
menuangkan isi kata, kalimat, paragraf maupun bab dan sub bab
serta teori dan sebagainya didalam hasil penelitian ini penulis
dengan sedikit kemampuanya akan menutup penelitian ini dengan
beberapa saran berdasarkan pembahasan dari awal hingga akhir
sebagai berikut:

Menimbang Bahwa kewenangan yang sudah diberikan
terhadap Mahkamah Konstitusi baik tertulis seperti yang sudah ada
dalam pasal kekuasaan kehakiman maupun secara teori dengan
perkembangan yang ada seperti putusan konstitusional bersyarat
dan inkonstitusional bersyarat maupun dipandang sebagai sudut
pandang peran baik Negative Legislature ataupun Positive
Legislature pada dasarnya adalah untuk menjaga jiwa konstitusi
bangsa Indonesia, Jadi jaga amanat konstitusi dengan segenap jiwa
jangan sampai karena kepentingan individu maupun golongan
mengalahkan kepentingan seluruh rakyat. Ciptakan kepastian
hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di negara
Indoneisa kita tercinta ini. Penulis sadar hanya bisa mengutip karya
orang asing (The character of legal reasoning) untuk
mengomentari beberapa putusan mahkamah konstitusi.

Menginggat dari sisi akademis yang sudah dibahas dalam
penelitian ini untuk mengkaji beberapa putusan baik kedudukan
hukum pemohon (legal standing), Pertimbangan Hukum,
Konklusi, dan isi Amar Putusan diketahui bahwa kesadaran dalam
memahami Kkarakteristik penalaran hakim untuk mengambil
keputusan pasti banyak godaan seperti kepentingan politik dan
sejenisnya, Akan tetapi jelas dan pasti diketahui Bersama terdapat
kode etik dan sumpah jabatan yang sudah di pahami dan
diucapkan. Tentunya dengan hal tersebut besar harapan kami
(akademisi) kepada para pemangku jabatan strategis dibidangnya
masing-masing terkhusus pembuat undang-undang (DPR dan
Pemerintah) dan penjaga konstitusi (Sembilan hakim Mahkamah
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Konstitusi) akan sangat bijak dalam mengambil keputusan untuk
menciptakan bangsa indonesia berkedaulatan hukum secara mapan.

Menetapkan apabila penulis melakukan kesalahan (mistake)
baik penulisan, Bahasa dan sebagainya mohon kiranya masukan
yang membangun dan saran untuk diberikan kepada penulis. Agar
terciptanya keilmuan yang baik untuk dikaji serta mejadi penelitian
yang dapat dipertanggungjawabkan.
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